
BERITA DAERAH
KABUPATEN MA"'ALENGKA

NOMOR :4 TATIUN 2OL6

PERATURAN BUPATI MAJALENGI(A

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MA"'ALENGI(A
NOMOR 7 TAHUN 2OL4 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN

BERUPA TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PE.'ABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MA"'ALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MAJALENGKA,

bahwa dalam rangka efesiensi anggaran dan
optimalisasi pengelolaan barang milik Daerah, para
pejabat struktural di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka perlu diberikan Tambahan
Penghasilan Pegawai berupa T\rnj angan Transportasi
sesuai kemampuan keuangan Daerah sebagai
pengganti kendaraan dinas operasionallkendaraan
dinas jabatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Tambahan
Penghasilan Berupa Ttrnjangan Transportasi Bagi
Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun
2OL4 tentang Tambahan Penghasilan Berupa
T[njangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

b.

C.
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendatraraarl Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4aO9;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparahrr Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a|;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Und"ang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;

2.
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7.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Da-1am Negeri
Nomor 21 Tatrun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Da,lam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO9

Nomor 2);

14.
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1O

Tahun 2OO9 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (l,embaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2OO9 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2OLL tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2OLL Nomor 8).

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAI{ BUPATI TENTANG PERUBAIIAN ATAS
PERATURAN BUPATI IT,IAJALENGKA NOMOR 7 TAHUN
2OL4 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA
TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PE'ABAT
STRUKTT'RAL DI LINGKT'NGAN PEMERINTAH
I(ABUPATEN MA"'ALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati M4jalengka Nomor 7 Tahun
2OL4 tentang Tambahan Penghasilan Berupa T\rnjangan Transportasi Bagi
Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
(Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 7l diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 d.an angka 7 dibuah sehingga keseluruhan

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ada,lah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintah Daeratr adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.

4. Sekretaris Daeratr adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah
Kabupaten Majalengka.

6. Anggaran ..... 5
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6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka.

7. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki
jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIa dan IIb, jabatan
Administrator Eselon IIIa dan IIIb, jabatan Pengawas eselon IVa dan
IVb, dan jabatan Pelaksana eselon Va di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka.

B. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang
diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka peningkatan
kesejahteraan umum pegawai serta untuk menunjang
menyele saikan tu gas-tu gas pekerj a arlr:y a.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat
(1a) dan ketentuan lampiran diubah sehingga keseluruhan Pasal 3
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Tambahan penghasilan berupa tunjangan transportasi merupakan
tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
yang diberikan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka.

(1a) Tambahan penghasilan berupa tunjangan transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai pengganti biaya kendaraan dinas
operasion aI f kendaraan dinas j abatan.

(2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasa-l 4
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Tambahan penghasilan dibayarkan pada awal bulan berkenaan.

Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS).

Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberikan sejak Bulan Januari 2016.

Pengajuan pencairan tambahan penghasilan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(21

(3)

(4)
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 Jan:uari 2016

BUPATI MAJALEIIGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Maj alengka
pada Tanggal li, i'ar:*r-,.ri l,jl6

SEKR TARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR{

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D. s.H.. M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
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: PTRATURAII BUPATI MAJALENGKA
4 Tahrm 2016
27 Jamari 2OL6
PERUBAHAIT ATAS PERATURAN BUPATI
MA"IALENGKA IIOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BERUPA TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PAIABAT STRUKTURAL DI
LINGKUNGAN PTMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA.

BESARAIY TAMBAHAN PENGHASILAN
BERUPA TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI P&'ABAT STRUKTURAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI IT{AJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MA"'ALENGKA,

Nomer
Tanggal
Tentang

NO JABATAN BESARAIT

1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
eselon IIa

Rp. 6.000.000,00 lbulan

2 Pejabat Pimpinan Tinggr Pratama,
eselon IIb

Rp. 4.OO0.O00,OO /bulan

3 Pejabat Administrator, eselon IIIa Rp. 3.000.000,00 /bulan

4 Pejabat Administrator, eselon IIIb Rp. 2.OOO.OOO,OO /bulan

5 Pejabat Pengawas, eselon IVa Rp. 1.0OO.OO0,0O /bulan

6 Pejabat Pengawas, eselon IVb Rp. 700.000,00 /bulan

I Pejabat Pelaksana, eselon Va Rp. 55O.OOO,OO /bulan


